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 Abstract
The tendency of the implementation of Pancasila Democracy, especially in the case of the campaign ahead of the general election, both to elect the President and his Deputy, Central Legislative Members, Provinces, City Regencies, and DPDs, some election participants, only think of the victory aspects of political party negotiations in the campaign process, rather than show the behavior of members of the Indonesian community consisting of Pancasilais. To avoid any election, various HOAKs will develop which increasingly threaten the deadly NKRI consensus, the state must direct that political parties are not based on only certain religions, but must be based on a minimum of multi-religions, so it is not highlighted, but rather cross spirituality religion is the basis for the establishment of a religious party.
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1.	Indikasi  Permasalahan Suatu  Pengantar

Kebijakan pemerintah yang sangat longgar dan  ideal baiknya, ternyata dimaksimalkan pemanfaatannya oleh kelompok berpemahaman sempit untuk memperoleh kepentingan dan keuntungan golongannya sendiri,  tergambar dalam lunaknya, sikap pemerintah terhadap berbagai hal peristiwa kegiatan yang semakin merongrong sendi-sendi utama prinsip dan azas perikehidupan  berbangsa dan bernegara, yang menjunjung tinggi dan mendasarkan kepada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimaksud,  dan untuk memudahkan ingatan kita, kita singkat dengan istilah Negara yang berPBNU, yaitu : berPancasila,  berBhineka Tunggal Ika,  berNegara Kesatuan Republik Indonesia  dan berUndang-Undang Dasar 1945, dengan penjelasan sebagai berikut : 
	pertama,  adalah Pancasila, dalam kehidupan berbangsa dan negara di masyarakat lokal, nasional maupun internasional, Negara selalu mengimplementasikan hasil dari persatuan Indonesia yang dinyatakan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijakansanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ke arah perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. ; 
	kedua,  adalah Bhineka Tunggal Ika, digunakan dasar untuk pengembangan diri pribadi yang semakin bermanfaat bagi semakin banyak orang, sehingga hidup berdampingan saling mendukung bukan saling mematikan, sehingga menghasikan banyak karya yang berbeda tetapi saling menguatkan dan melengkapi/menyempurnakan; 
	ketiga, adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesanti NKRI harga mati, merupakan tekat membaja segenap / seluruh warga bangsa untuk semakin menguatkan bahwa hikmah kemerdekaan untuk selalu berupaya mengedepankan persatuan dengan tidak saling mematikan identitas : Suku, Agama, Ras/perbedaan warna kulit serta  antar golongan, masing-masing tetap hidup dan saling mrnghidupi,  menuju dan menjadi suatu ikatan yang saling menguatkan dalam kehidupan di sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan 
	keempat, adalah dalam memperjuangkan kehidupan bersama  secara pribadi dan atau sosial, selalu menerapkan aturan dasar UUD 1945. Sebagai pedoman umum berkehidupan dalam kebersamaan sebagai sebuah negara bangsa, yang semakin berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Realitas dalam kehidupan bersama yang sudah jelas dasarnya itu, tetapi masih ada sebagian kecil warga, bahkan pemimpin kelompoknya yang mencari celah lemah di dalam kebijakan ideal pemerintah itu. Bila mendapatkan celah lemah itu, kemudian segera dimanfaatkan oleh pihak tertentu  yang lebih mengutamakan berfikir sempit yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dengan semakin memaksimalkan upaya mendiskreditkan kerja pemerintah dengan menerapkan dan bersandar pada pola negatif thinking.
Ketua Umum Pengurus Besar Naahdlatul Ulama, menuliskan dalam Kompas, demikian : 
Seorang peneliti bercerita kepada saya. Tuturnya, ada fakta beberapa eks narapidana teroris (napiter) yang sudah keluar penjara dengan rentan waktu yang berbeda dan sudah mendapatkan program deredikalisasi mendadak bagaikan macan yang sedang bangun dari tidurnya. Sontak dia menjadi galak kembali akibat mencuatnya isu panas. Semangat jihadnya membara. Pada sebuag group Whatsapp, secara srkastik para eks kombatan menyemburkan kata-kata keji, tanpa kendali. 
Sungguh fakta yang menggiriskan. Berita-berita yang belum jelas kebenarannya alias hoaks yang diposting seketika secara kalap dikomentari tanpa refleksi kritis dan tabayun.  Ironisnya, tak sedikit kalangan khalayak umum bisa “mendadak jihadis” dalam menyikapi berita-berita simpang siur tersebut. Hujatan dan cacimaki menghambur terhadap mereka yang berbeda padang.​[1]​

Dengan demikian, terpaksa dapat dimengerti, bila kemudian ternyata menghasilkan beda cara mensikapi terhadap hasil pemerintahan yang telah berhasil lebih baik, tetapi  tinjauannya selalu dipandang dari sisi yang negatif, bahkan menjurus ke pemberitaan yang cenderung  palsu dan fitnah; karena pihak pemerintah yang cukup bijaksana, tetapi diberi makna lain, yaitu dianggap tidak tegas dan seakan-akan terjadi pembiaran oleh pemerintah. Bukti riil menunjukkan bahwa : 
Hasil jajak pendapat litbang KOMPAS dengan 512 responden di 14 kota besar di Indonesia pada 17-19 mei (2017) lalu mengindikasikan kohesi social yang menjadi pengikat keberagaman bangsa Indonesia tengah bermasalah.  Jawaban semakin lemah mendapat proporsi paling besar saat ditanya soal indicator kohesi social, seperti solidaritas social, toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku / etnis, serta toleransi antar golongan.​[2]​

Kondisi demikian, akan pasti memunculkan suatu kondisi yang dapat mendorong timbulnya rasa takut akan lahirnya peristiwa-peristiwa sedih, yang semakin lama akan semakin banyak sehingga pada saatnya, bila tidak terbendung, hal itu akan dapat menimbulkan bencana sosial, sebagai akibat dari praktek demokrasi,  maka suatu Konsep   Mitigasi  Bencana  Sosial  Dalam   Demokrasi diperlukan, setidaknya disiapkan sebagai upaya antisipasi prefentif.                  
Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). ​[3]​ 
Sedangkan yang dimaksud  bencana itu sendiri, adalah “sebuah peristiwa ( atau rangkaian peristiwa) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat. Bencana dapat mengakibatkan kematian,  kerusakan lingkungan, kerugiaan harta benda, dan dampak psikologis.”  ​[4]​

Segala bentuk dan jenis bencana dapat mengakibatkan terancam dan terganggunya  kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat, baik bencana : 
(1).Alam ,  bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa, seperti : gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan, atau wabah penyakit yang disebabkan oleh alam ; 
(2).Non Alam ,  bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa, non alam, seperti : bencana industri, kegagalan rekayasa katastropik (bangunan runtuh, kegagalan dan efek negatif  penerapan tehnologi, dll);  
(3).Sosial , bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa, tindakan manusia, seperti : konflik sosial, terorisme, dll.
Akhirnya dapat terlihat jelas gambaran, tentang apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana sosial, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa, tindakan manusia, seperti : konflik sosial, terorisme, radikalisme dll.  
Dengan demikian semakin jelas, dan menjadi ciri utama mitigasi bencana sosial, adalah tindakan manusia yang menjadi penyebab utama  kebencanaan atau peristiwa kebencanaan itu terjadi. 
Kemungkinan timbulnya bencana sosial yang diakibatkan oleh atau dalam antara lain pelaksanaan demokrasi, karena beberapa alasan utama, yaitu : 
Mencegah Pembusukan Demokrasi. Pemilihan langsung yang digelar sejak 2005,  kini berada pada titik kelemahan luar biasa. Banyak cerita kepala daerah, berakhir tidak  bahagia. Hampir hampir publik imun menyaksikan berkali-kali kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kasus korupsi. ... sepanjang 2018, telah 27 kepala daerah diproses hukum KPK. Jika dihitung dari tahun 2004-2017, data Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyebutkan ada  392 kepala daerah terjerat hukum dengan 313 diantaranya kasus korupsi.
Lagi pula masalah korupsi bukanlah menyengkut angka-angka numerik, tetapi soal subtantif,  menyangkut mental dan karakter kepemimpinan. Sesuai amanat revormasi,  seharusnya zero tolerance terhadap korupsi, karena korupsi merusak sendi-sendi dasar bangsa.
Kasus korupsi kepala daerah adalah sisi gelap demokrasi. Demokrasi langsung menuntut perolehan suara terbanyak. Dalam kontestasi politik yang lebih mempertontonkan  rebutan kekuasaan, segala cara difokuskan  guna merebut kekuasaan itu. Tak heran, politik uang jadi jalan pintas. Padahal, sebetulnya tidak compatible dengan sistem pemilihan langsung. Demokrasi langsung ditentukan oleh figur seseorang.
Sepanjang era demokrasi langsung,  best practices itu sudah kita miliki. Ada beberapa contoh. Kisah-kisah kesuksesan kepala daerah menjadi bukti  sisi positif demokrasi langsung. Memang, kita tidak menafikan ada banyak kisah gelap. Selain  praktek korupsi, juga suburnya praktek dinasti politik. Jabatan publik didistribusikan di antara  keluarga dan kerabat. Ini terjadi karena modal politik dan jaringan keluarga sangat kuat dan potensinya begitu besar terhadap tingkat elektabilitas sehingga jabatan publik berputar-putar di pusara keluarga patron. Parahnya lagi, terjadi juga perselingkuhan antara praktik dinasti politik dan korupsi.  ​[5]​

Bahwa semakin disadari keberhasilan pendidikan politik bangsa Indonesia, mengantarkan kesadaran pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dalam rangka memilih pemimpin bangsa dan negara, semakin baik pelaksanaan dan hasilnya. Budiman Tanuredjo, wartawan senior Kompas, menyatakan bahwa :
Hari Minggu, 20 Oktober 2019,  penting bagi kalender konstitusional bangsa Indonesia. Pada hari itu  mandat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla berakhir. Pemerintahan tak boleh kosong karena itulah regularitas demokrasi harus dijaga.Sirkulasi elit hanya melalui pemilihan umum, tidak ada jalan lain. 
Jika semua berjalan dengan baik ( dan diyakinin akan baik berdasarkan catatan sejarah), Indonesia bisa mengukuhkan diri sebagai negara dengan demokrasi yang kian matang (mature democracy).
Salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah ancaman tren penurunan tingkat partisipasi politik dari pemilu ke pemilu. Kelelahan politik tampaknya menjadi isu yang harus kembali  dialami. Di sejumlah kota, termasuk kota Medan, tingkat golput dalam pilkada besar, pernah mencapai 74 persen. ​[6]​
	
Mencegah pembusukan demokrasi dan juga Politik Viral menuju 20 Oktober 2019, menjadi pertimbangan sangat urgen, karena demokrasi menjadi type ideal dalam banyak negara. 
Keidealannya demokrasi, terletak pada :  secara simpel teoritis sangatlah ideal, karena seharusnya bidang perencanaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat,  dimana dan karena  para pemimpin dan pengelola negara, di bidang legislatif / perencanaan, bidang eksekutif / implementasi, dan bidang yudicatif / pengawasan dibentuk, ditentukan dan  mandiri. 
“Dengan demokrasi Indonesia kini mencapai posisi ekonomi yang jauh lebih baik, ketimbang saat krisis 1997/1998. Dengan fondasi ekonomi ini, Indonesia diprediksi akan memainkan peran lebih penting dalam perkonomian global.
Pemajuan demokrasi dan hak asasi di satu bangsa pada hakekatnya lebih banyak ditentukan oleh kemauan dan dialektika dalam bangsa itu sendiri. Ia selalu merupakan buah dari inisiatif dan pertumbuhan dari dalam.
Konsolidasi demokrasi pada akhirnya berfungsi untuk memastikan agar sirkulasi elite berjalan secara demokratis dan menghasilkan rezim politik baru yang juga demokratis.
Yang lebih berbahaya : dalam konteks di mana media terfragmentasi dalam berbagai kubu kepentingan, maka kebenaran dalam arti yang subtansial, historis,  dan faktual bisa benar-benar lenyap. ​[7]​ 

Bahwa, demokrasi, memberi peluang untuk mandiri dalam bidang Legislatif para wakil yang dipilih  : dari, oleh dan untuk rakyatnya send iri;  sehingga dalam pengelolaan aspirasi,  yang kemudian menjadi rencana aksi oleh bidang yang sudah berkompetensi tinggi, dan kemudian rencana aksi menjadi dasar paling ideal,  mudah, murah  dan seharusnya semakin lancar dalam pelaksanaan rencana aksi dalam kancah kehidupan masyarakat  menjadi aksi nyata,  yang dilakukan oleh yang berwenang di bidang Exsekutif dan di controll atau diawasi oleh bidang Yudikatif, secara teoritis tidak ada peluang yang dapat digunakan untuk menyalahi aturan yang dikenal dengan sebutan KKN (atau Korupsi, Kolusi dan Nepotesme). Hanya saja, sebagus apapun upaya ke arah pengelolaan yang ideal, tetapi realitasnya ternyata, hampir hampir publik dibuat imun menyaksikan berkali-kali kepala / pemimpin daerah ditangkap KPK. 
Dari sudut pandang sosial yang lain,  Dr,J.Kristiadi, peneliti senior CSIS, mengemukakan bahwa materi debat keempat 30 Maret 2019 untuk  kandidat presiden dan wakil presiden, mengambil tema cukup berat, ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional, terdapat hal mendasar antara lain, terutama dalam bidang politik, yaitu : “Isu ideologi sangat exsistensial karena besar pengaruhnya terhadap tatanan kekuasaan negara yang  beradab dan bermartabat, pemerintahan efektif, serta memberdayakan masyarakat sehingga mampu  mewujudkan checks and balances dalam pergolakan politik yang demokratis”  ​[8]​ Demikian juga dalam hal ideal yang kita inginkan dalam kebersamaan suatu bangsa, teristimewa bangsa Indonesia, bila selalu menerapkan aturan hidup bernegara secara legowo ditinjau dar sudut Suku, ajaran Agama, perbedaan warna kulit atau RAS, dan hidup dalam kebersamaan Antar golongan dalam masyarakat, dan mematuhi aturan sederhana itu saja, kita bangsa Indonesia sudah dalam posisi yang gemah ripah loh jinawi, Tata titi tentrem kerto rahardjo. Karena “Situasi harmonis dan perdamaian antar bangsa sangat bergantung pada ada atau tidaknya sikap toleransi. Sikap toleransi dan penerimaan akan pihak lain sungguh sangat bergantung pada apa dan bagaimana informasi yang kita dapatkan mengenai pihak lain itu.”  ​[9]​

2.	Potensi  Mitigasi  Sosial  Politik di Alam Demokrasi.

Kesadaran penuh pemerintah melalui kebijakan yang fleksibel dan umumnya penuh permakluman dalam banyak hal,  memberi wacana tumbuh dan berkembannya kondisi yang selain negatif juga sekaligus ada positifnya. Tumbuh dan berkembannya kondisi yang positif, dapat dilihat dari makin banyaknya anggota masyarakat yang merasa semakin tumbuh dan berkembangnya kebebasan berpendapat yang tetap dalam bingkai bebas yang bertanggungjawab, sehingga mendukung ketentraman masyarakat.   
Masyarakat Indonesia sudah jauh “mengadopsi” berbagai nilai dan ajaran agama sebagai jati diri kehidupan mereka, yang beraneka ragam budaya, ras agama, menghantar pada pemahaman spiritualitas agamanya masing-masing,  sehingga bentuk perilaku kehidupan masyarakat Indonesia nyaris identik dengan struktur masyarakat yang dikehendaki agama bukan dalam arti tektual semata, tetapi begitu mendalam dan lebih mengedepankan fungsional inti ajaran agama / kepercayaannya, yaitu  bahwa ternyata semua pedoman dan arah agama dan kepercayaan, mengajarkan kebaikan. Hal itulah yang menjadi spiritualitas yang mereka percayai, mereka hayati sekaligus mereka amalkan dalam fungsi kebersamaan, yaitu : amal kasih,  sebagai ibadah dan sekaligus pengamalan imannya. Eksistensi agama lebih “didayagunakan” untuk mengorbankan sentimen politik massa.  
Dalam kondisi yang harmonis itu,  Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang karena keyakinan kuasa baikNYA itu, dihayati dan diamalkan sehingga diakui dan atau tidak diakui, ternyata mempunyai pengaruh yang sangat dominan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.  
Kondisi tertib,  aman dan tenteram karena penuh solidaritas dan toleran, menjadikan SARA atau  Suku Agama Ras & Antar golongan,  sama sekali bukan merupakan masalah,  bahkan SARA di Indonesia benar benar adanya, tidak sekedar hanya sebagai potensi semata, tetapi justru langsung menjadi darah hidup sebuah badan yang disebut “NEGARA” (Negara yang berPBNU), yaitu negara yang  berPancasila,  berBhineka Tunggal Ika,  berNegara Kesatuan Republik Indonesia  dan berUndang-Undang Dasar 1945. 
Kemudian permasalah baru mulai mengemukan secara serius dan tajam, semenjak dimulai kegiatan pelaksanaan demokrasi   terutama dalam kegiatan di masa kampanye-kampanye pemilu. Perselisihan dan kesalah-pahaman semakin saling menohok,  apalagi  bila dihubungkan atau dibumbui, dan disangkut-pautkan dengan hal primordial menyangkut SARA, dan selalu terbukti bahwa kehidupan perpolitikan selalu berhasil meningkat-lipatkan daya dukung, sekaligus terjadi friksi praktis realis, yang pasti lebih banyak dampak negatif akibatnya. 
Kekhawatiran-kekhawatiran  yang selalu muncul,  adalah adanya “ulah” unsur kecil kelompok masyarakat tertentu yang bergerilya dalam masyarakat akar rumput, yang masyarakat itu semula/tadinya dalam kondisi sudah hidup rukun dan damai, kemudian secara perlahan masing masing saling menjaga jarak bagai berhadapan dengan lawan. Suasana demikian, semakin berkembang menjadi tegang, tidak ada yang berani memulai mengadakan pendekatan untuk minta atau menjelaskan : mengapa tiba-tiba dapat bersikap begitu ?, bahkan yang sering terjadi adalah hal sebaliknya, semakin berkembang  sikap saling curiga.  
Dapat dipahami bila pada  akhirnya  kehidupan rakyat di NKRI yang semula harmonis, mulai lebih banyak terjadi peristiwa yang sangat merugikan exsistensi NKRI, daripada hal yang menguntungkan. Peristiwa saling salah paham itu menjadi berkembang pesat sehingga kehidupan di masyarakat bawah semakin tidak kondusif, bergerak secara pelan tapi pasti, atau bahkan justru tidak terduga cepatnya, sehingga dengan demikian,  maka bila kejadian-kejadian kesalah pahaman yang tentu  negatif dampaknya,  akan mengancam eksistensi NKRI yang terlahir dari konsensus  nasional para pendiri bangsa.   
Pemaksaan kehendak sebagian kecil warga negara Indonesia, yang akan memulai mengedepankan wacana mengganti Negara Indonesia  yang berPBNU dengan paham lain, akan menjadi masalah besar bagi keutuhan NKRI itu sendiri.  Karena “melayani warga, adalah tugas negara. Bukan hanya itu, melayani publik adalah alasan mengapa neraga ada”, demikian pernyataan Marsekal (pur.) Djoko Suyanto mantan Kepala Staf Angkatan Udara (2005) & Mantan Komando Panglima TNI (2006). dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Kita.
Begitu pentingnya exsistensi  bangsa  yang belakangan ini mulai digoyang dengan semakin bertumbuh pesat dan meresahkan dengan adanya kehendak yang ingin mengganti dengan dasar negara selain Pancasila, demikian pada saat yang hampir bersamaan, mulai tumbuh subur dan berkembang “espreat de courps” untuk mempertahankan NKRI harga mati,  yang dirasakan serius mulai terancam.   Di pihak lain, tumbuh dan berkembannya kondisi yang negatif “Tidak dapat disangkal lagi,  bahwa berbagai penyakit birokrasi yang selama ini berkembang telah membuat birokrasi publik di Indonesia menjadi disfungsional dalam menjalankan misinya baik sebagai agen pelayanan, maupun sebagai agen perubahan (agent of development program)”.​[10]​ 
Bila kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kecenderungan nuansa demokrasi yang terlalu bebas,  menghasilkan berbagai berita hoaxs, yang subtansi hoaksnya semakin berani menukik dan mencampur-adukkan persoalan pribadi dengan kebangsaan yang mengarah kepada perpecahan negara bangsa. Bila kondisi seperti di atas tetap dibiarkan, maka kecenderungan semakin marak berita hoaks yang semakin tak terkontrol, akan tercipta suasana yang mudah menumbuh-kembangkan,  timbul dan berkembangnya peristiwa negatif yaitu bencana sosial dalam praktek penerapan demokrasi yang beruntun yang semakin merugikan kehidupan masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemikiran preventif dengan  Konsep  Mitigasi  Bencana  Sosial  Dalam   Demokrasi     


3.	Konsep  Mitigasi  Sosial  Politik di Alam Demokrasi.
“Hanya  apabila negara mampu menjamin kesetaraan dalam kesamaan hukum bagi seluruh warga negara terlepas dari agama, ras, etnisnya, kita mampu memupus perbedaan mendasarkan antara Jakarta dengan kota kota lain yang jauh” ​[11]​  Pernyataan Jendral (purn.) Djoko Suyanto, tersebut untuk memberi gambaran global tentang permasalahan dan cara mengatasi permasalahan yang terjadi atas ketimbangan kesejahteraan, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, secounder dan tersier dalam berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, sosial pendidikan dan bidang sosial kehidupan lainnya, sehingga bencana sosial akan semakin dapat di eliminir, secara terencana dalam berbagai program peningkatan kesejahteraan. Demikian juga dalam konsep  mitigasi  sosial  politik di alam demokrasi, dapat di sinergikan berdasarkan buku panduan penanggulangan bencana berbasis Masyarakat. 
Untuk segera menyiapkan konsep  mitigasi  sosial  politik di alam demokrasi,  terutama panduan praktis yang perlu dipersiapkan lebih matang adalah panduan praktis sebelum bencana sosial itu terjadi, dengan berbagai pertimbangan :
1)	Perencanaan sebelum terjadi bencana, merupakan upaya pencegahan yang pasti beayanya akan lebih efesien, dari pada perencanaan saat, dan setelah terjadi;
2)	Perencanaan sebelum terjadi bencana, merupakan sekaligus akan semakin mengurangi segala bentuk pembodohan yang dihasilkan dari berita palsu/hoaks, yang semakin berkembang di saat ini terutama saat krusial yang cukup menegangkan, walaupun sifatnya insidental pada masa kampanye dalam event pemilu.

Karenanya,  maka mitigasi  sosial  politik di alam demokrasi yang dimaksudkan adalah rencana penanggulangan bencana yang disebabkan oleh manusia, adalah “hasil dari tindakan langsung maupun tidak langsung  manusia, seperti perang, konflik sosial, serangan teroris, dan kegagalan tehnologi.” ​[12]​
Pada dasarnya proses penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui empat aspek tindakan, yang bertahap, yaitu : kesiap-siagaan bencana; tanggap darurat; Pemulihan setelah bencana, dan pengembangan yang berkelanjutan. 
Dalam hal ini yang akan dibahas adalah tentang langkah yang pertama, yaitu : kesiapsiagaan bencana, yaitu : “mencegah atau mengurangi bencana, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana dan memastikan semua orang siap siaga jika terjadi bencana” ​[13]​  yang disebabkan oleh ulah manusia. Contoh ulah manusia yang dapat menjadi sebab timbulnya bencana sosial, adalah misalnya : 
Berkembangnya jurnalisme yang membakar nafsu dan keyakinan, radikalisme, prasangka negatif, serta politik ekstrem lewat media sosial, seperti blog, portal palsu, dan media sosial yang anonim”. J. Haryatmoko SJ.  Ditengah semakin canggihnya tehnologi digital, begitu mudahnya orang memunculkan berita-berita bohong untuk menciptakan kebentian dengan memanipulasi fakta.Kebencian ditanamkan dengan mengubah kata-kata, foto, bahkan vidio. Situasi ini membawa sejumlah konsekuensi serius bagi masyarakat. Konsekuensi pertama, adalah kemerosotan nilai kebenaran. Kedua, meningkatnya intoleransi.
Suburnya peredaraan berita bohong terjadi ketika masyarakat hanya berelasi dengan kelompok-kelompokn sealiran. ​[14]​

Penanggulangan bencana, dapat membantu untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan dampak-dampak yang diakibatkan oleh bencana. Ketika masyarakat menggunakan sumber daya sendiri untuk melakukan hal ini, itu sudah masuk dan disebut dengan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Pencegahan dan tindakan mitigasi bencana, dapat mengurangi atau menghilangkan ancaman, apalagi ancaman bencana sosial yang disebabkan oleh ulah kegiatan politik khususnya kampanye. Dalam hal tindakan pencegahan dan mitigasi bencana bidang sosial politik, antara lain :
1)	“Untuk menangkal penyebaran hoaks, masyarakat dan media harus bergeraak bersama-sama memverifikasi dan mengklarifikasi segala informasi. Jika kultur ibi dibangun bersama-sama, era pasca-kebenaran akan sirna dan tak perlu lagi ada peredaran berita palsu, ujaran kebencian dan gerakkan radikalisme.” ​[15]​ 
2)	Penetapan dan pelaksanaan peraturan atau sanksi untuk mendorong melaksanakan aturan bermasyarakat yang menjunjung tinggi toleranantar umat beragama, sehingga kehidupan masyarakat penuh dengan saling membantu dan menghormati.
3)	Menyediakan informasi, penyuluhan atau pelatihan, termasuk pendidikan mengenai deradikalisasi, yang baru dilaksanakan di rumah tahanan politik bagi nara pidana teroris/radikalis. Karena sejak semula “Agama boleh beda, tetapi katong  (kami) tetap satu gandong” tutur Djafar Hernaulu, Imam Masjid dari Desa Laha. ... dalam peresmian gedung Gereja Kristen Protestan Maluku di Desa Kariu, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Juli 2017. Saat itu umat Islam dari Desa Hualoy Kabupaten Seram Bagian Barat, ikut hadir” ​[16]​ 
4)	Mitigasi dan Penanggulangan bencana Mulai dari Desa. Sebagian besar desa di Indonesia memiliki akar sejarah mitigasi bencana secara umum. “Saat ini, masyarakat desa mulai memikirkan cara mitigasi bencana lebih modern. Salah satunya bisa dilihat di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Desa itu melakukan pemetaan desa, baik peta spasial maupun peta sosial, sebagai bagian dari sistem informasi desa (SID)”.​[17]​ 

4.	Harapan Ke Depan
Konsep   mitigasi  bencana  sosial  dalam   demokrasi di NKRI  ke depan, dilaksanakan melalui program pengembangan rencana kerja mitigasi sosial politik berkelanjutan  atau rencana kerja mitigasi tindak lanjut, antara lain harus mempertimbangkan :
1.	 “Indonesia saat ini terlampau besar dan bderesiko untuk dipimpin secara avonturistik. Petualangan politik dalam kebijakan ekonomi hanya akan menjerumuskan kita kembali ke dalam ketidak pastian”. ​[18]​
2.	“Persoalan keadilan, toleransi, dan keadaban publik tidak bisa dijawab hanya dengan demokrasi. Kita butuh ideal-ideal tambahan untuk melengkapi. Untuk masalah keadilan, kita perlu pandangan dan kebijakan ekonomi yang sesuai.” ​[19]​
3.	“Kita semua diberi kebebasan dan otonomi. Ini escape from freedom. Kita semua mampu dan punya hak yang sama untuk berikhtiar dalam demokrasi”  ​[20]​
Atas tiga pertimbangan utama sebagaimana dikemukakan oleh Jendral (purn.) Djoko Suyanto dalam bukunya yang berjudul delapan pemikiran politik dalam DEMOKRASI KITA, yang  menunjukkan bahwa “Kita Semua Diberi Kebebasan Dan Otonomi. Ini Escape From Freedom Kita, maka penulis mengusulkan satu paket Konsep   mitigasi  bencana  sosial  dalam   demokrasi, dalam sebuah bentuk usulan adanya MINIMAL SATU PARTAI POLITIK YANG BERDASARKAN PADA SPIRITUALITAS LINTAS AGAMA atau multi agama, dan melarang partai politik yang hanya berbasis pada agama sealiran/senafas. Hal tersebut searah dengan penghayatan dan pengamalan ajaran dan dasar negara kita Pancasila, yang mengaktualisasikan diri rakyat Indonesia berkeTuhanan Yang Maha Esa, bukan beragama tertentu Yang Maha Esa.
Usulan penulis menguatkan anjuran pemikiran Ketepatan  yang progresif menuju penguatan  kembali existensi NKRI harga mati, antara lain : Adanya penyampaian  wacana  gambaran  Umum Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifudin  yang menilai bahwa “isu agama yang digunakan  dalam  dunia  politik  belakangan  ini  tidak  sesuai  dengan  isi  substansinya. Indonesia  ramai  diguncang  dengan  isu  agama  sejak  pemilihan  Gubernur  DKI Jakrata lalu hingga menjelang Pilpres 2019 ini.” ​[21]​ Selain hal tersebut juga searah dengan pendapat Mediyan Rahmad Saputra  menyampaikan  gagasan tentang  konsep pluralitas agama dari pakar, yaitu bahwa  :
Pluralisme adalah toleransi.  Jadi pluralisme agama, adalah toleransi agama. Kebanyakan orang yang menafsirkan pluralitas demikian. Anggapan bahwa “pluralisme agama = toleransi agama” adalah anggapan subyektif yang jelas-jelas ditolak oleh para pakar dan penganjur pluralisme sendiri, Diana L. Eck, direktur The Pluralism Project di Universiti Harvard, Amerika Serikat. 
Penekanan Pluralisme lebih pada “kesamaan” atau “kesetaraan” (equality) dalam segala hal, termasuk “beragama”.  Setiap  pemeluk  agama  harus  memandang sama  pada  semua  agama  dan  pemeluknya.   Menurut saya, pluralitas agama tidak hanya kesamaan atau sekedar makna toleransi saja, tetapi konsep pluralitas adalah konsep dimana semua agama adalah sama, valid dan otentik atau biasa disebut relatif.  Pluralisme agama sebenarnya adalah ajaran demokrasi dalam beragama yang lebih menitik-beratkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. ​[22]​
Semoga NKRI semakin jaya, toleransi semakin mendunia, masyarakat  semakin sejahtera jiwa raganya,  Amin YRA.
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